PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 2022
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
DI SATUAN PENDIDIKAN PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa kekerasan seksual merupakan perbuatan yang
bertentangan dan merendahkan harkat dan martabat
manusia,;

b. bahwa pelaksanaan pencegahan dan penanganan
kekerasan seksual di satuan pendidikan pada
kementerian agama harus dilakukan secara cepat,
terpadu, dan terintegrasi,

c. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di
Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama;

—

Mengingat Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78):

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak
Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);

S. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
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6. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
955);

: MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENCEGAHAN
DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI SATUAN
PENDIDIKAN PADA KEMENTERIAN AGAMA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan
pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada
jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap
jenjang dan jenis pendidikan di kementerian agama
meliputi madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan
keagamaan.

2." Pendidik . adalah tenaga kependidikan yang
berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong
belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan
sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta
berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

3. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang
mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang
penyelenggaraan pendidikan.

4. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang
berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses
pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan
jenis pendidikan tertentu.

S. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan
merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau
perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual
seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa
atau tidak secara paksa, atau bertentangan dengan
kehendak seseorang atau dengan kehendak karena
ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang
menyebabkan seseorang mengalami penderitaan atau
kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian
secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

6. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik,

mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial
yang diakibatkan Kekerasan Seksual.

7. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang
mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental,
dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang
dalam  berinteraksi dengan lingkungan dapat
mengalami  hambatan dan  kesulitan untuk
berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga
negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

8. Pencegahan adalah segala tindakan atau usaha yang

dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang
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menyebabkan terjadinya Kekerasan Seksual dan
keberulangan Kekerasan Seksual.

9. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk
memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan,
rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum,
pemulangan, dan reintegrasi sosial.

10. Pelapor adalah orang perseorangan atau kelompok
orang yang melaporkan atau memberikan informasi
mengenai terjadinya Kekerasan Seksual.

11. Pendamping adalah orang yang dipercaya dan memiliki
kompetensi mendampingi Korban dalam mengakses
hak atas Penanganan, pelindungan, dan pemulihan.

12. Pelaku adalah orang perseorangan atau kelompok
orang yang melakukan Kekerasan Seksual.

13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS

~ adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil
negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian
untuk menduduki jabatan pemerintahan.

14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang agama.

15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pend1d1kan
Islam, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat
Kristen, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat
Katolik, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat
Hindu, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat
Buddha.

16. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Bimbingan dan
Pendidikan Khonghucu.

17. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov1n31
yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Wilayah adalah
kepala satuan kerja pada instansi vertikal kementerian
yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang
agama tingkat provinsi.

18. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten /Kota
yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Kementerian
Agama adalah kepala satuan kerja pada instansi
vertikal kementerian yang menyelenggaraan urusan
pemerintahan di bidang agama tingkat kabupaten /kota.

Pasal 2

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

mempunyai tujuan:

a. mencegah dan menangani segala bentuk Kekerasan

- Seksual,;

b. melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi
Pelaku;

c. mewujudkan lingkungan di Satuan Pendidikan tanpa
Kekerasan Seksual; dan

d. menjamin ketidakberulangan Kekerasan Seksual.

Pasal 3
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan  Seksual
dilaksanakan dengan prinsip:

a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b.  nondiskriminasi;
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kepentingan terbaik bagi Korban;
keadilan;

kemanfaatan; dan

kepastian hukum.

Pasal 4

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dilakukan

terhadap:

oo Te

(1)

(2)

Peserta Didik;

Pendidik; -

Tenaga Kependidikan;

pimpinan Satuan Pendidikan,;
penyelenggara Satuan Pendidikan; dan
pemangku kepentingan terkait lainnya.

BAB II
BENTUK KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 5

Bentuk Kekerasan Seksual mencakup perbuatan yang
dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau
melalui teknologi informasi dan komunikasi.
Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:

a.

menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau
melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh,
dan/atau identitas gender Korban;
menyampaikan ucapan yang memuat rayuan,
lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual
pada Korban; :

membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu,
mengancam, atau memaksa Korban untuk
melakukan transaksi atau kegiatan seksual,;
menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau
tidak nyaman;

mengintip atau dengan sengaja melihat Korban
yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi
dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja;
menyentuh, mengusap, meraba, memegang,
memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan
bagian tubuhnya pada tubuh Korban;

melakukan percobaan perkosaan;

melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan
benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
mempraktikkan  budaya yang  bernuansa
Kekerasan Seksual;

memaksa atau memperdayai Korban untuk
melakukan aborsi;

membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual;
memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa
seksual;

mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio,
dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban
meskipun sudah dilarang Korban;






